PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2011



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakéah ssatu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai penyelenggaeraerintahan
daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyasakabhgga
perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi,epdaan dan
keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabildasgan
memperhatikan potensi daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor&ii 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengehksan
pengaturan Retribusi Pelayanan Persampahan/Keaersiatur
dengan peraturan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaksilichadalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Da¢eatang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1858ng Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah TandkBali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaragande
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahamidaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara ejnaonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembént®aerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nodb,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonm#7)4
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terd&hgan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kettas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemb&ant®aerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No%®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@w4 )4

4. Undang —Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pergeldampah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No®®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@®r)4

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakabadan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indengésihun 2009
Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Inglarfdomor
5049);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tald®8 2entang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Bladfabupaten
Buleleng Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran dbaer
Kabupaten Buleleng Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEYANAN

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uresariptahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas gménam dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip aeg{esatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undasgr Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkattdaelkmgai unsur penyelenggara
pemerintahan daerabh.

Bupati adalah Bupati Buleleng.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyiagkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.

Sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hatisiaatian/atau proses alam yang
berbentuk padat yang terdiri dari atas sampah ruarajga maupun sejenis sampah
rumah tangga.

Jalan Umum adalah setiap jalan dan Kabupaten Bigjedalam bentuk apapun yang
terbuka untuk lalu lintas umum termasuk trotoar.

Tempat umum adalah fasilitas yang disediakan Peatadri Daerah meliputi
Lapangan dan Lain-lain tempat yang dipersamdkagan itu.

Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sekahjpah diangkut ketempat
pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pégotampah terpadu.

10.Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memprdan mengembalikan

sampah kemedia lingkunagn secara aman bagi masausingkungan.

11.Retribusi kebersihan adalah pungutan yang dilaksan@leh Pemerintah Daerah

kepada seluruh pemakai persil atas jasa penyeleagg&ebersihan pengangkutan
sampah dari TPS ke TPA di seluruh Kabupaten Bujelen



12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badargyaenurut peraturan perundang-
undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakuk@mbayaran Retribusi
Daerah.

13.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yangupakan batas waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusiukinmemanfaatkan Jasa
Pelayanan Fasilitas Pelayanan Persampahan dansiketrer

14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjuttaat disingkat SKRD adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumigbust yang terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnyatddisingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sarksiistrasi berupa bunga dan/atau
denda.

16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangpakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahg wyneliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lairBgdan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, fikoragsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, omgnieassa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis, lembagatulensaha tetap, dan bentuk badan
lainnya.

17.Pemerikasaan adalah serangkaian kegiatan untuk amemoengumpulkan, dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalagkaapengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkeaatupan perundang-undangan
Retribusi Daerah.

18.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang diakuteh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu meahterang tindak pidana yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

19.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat PepaMegeri Sipil tertentu
dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewerdngus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaPaaaturan Daerah Kabupaten
Buleleng.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kedrersiipungut Retribusi atas
pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihadalah pelayanan
Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleteripah daerah  yang
meliputi :

a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kasilopembuangan
sementara;

b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lpgadiuangan sementara ke
lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah ;dan

c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir Bampa

(2). Tidak termasuk obyek retribusi Pelayanan Pepsdan/Kebersihan adalah pelayanan
kebersihan jalan umum , taman, tempat ibadah, |steetempat umum lainnya.



Pasal 4
(1) Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersidataha orang pribadi atau
badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Kebersih

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihalaladrang pribadi atau badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang undaRgaibusi diwajibkan untuk
melakukan Pembayaran retribusi, termasuk pemungaii @emotong Retibusi
pelayanan Kebersihan.

BAB I

GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digaongsebagai Retribusi Jasa
Umum.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volusngpah dan jarak tempuh objek
pelayanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI.
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur daamriya tarif retriburi didasarkan pada
tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggujesa pelayanan dalam rangka
menjaga kebersihan dengan tetap memperhatikan lpaggelenggaraan pelayanan,
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif setiap bulannya sedagy#iut:

No Uraian Retribus Tarif (Rp)
A | Rumah Tangga/Tempat Tinggal ..........coviiiiiiiiiiiiii e .. 5.000
B | KANTOR PEMERINTAH DAN SWASTA

a. Kantor Pemerintah/Swasta Kecil (s/d 25) .............cviccvmmecevvnnn. 10.000

b. Kantor Pemerintah/Swasta Sedang (25-100)...............commme.e. 15.000

c. Kantor Pemerintah/Swasta Besar (s/d 100 ke.atas................. 25.000
C | TOKO MODERN

a. Super Market ... 250.000

D. MiNi Market ..o 100.000
D | TOKO/KIOS/WARUNG ..ottt e et e e 10.000
E | PASAR TRADISIONAL

a. Pasar Anyar | ... (00.000

D. Pasar BaNYUASH ........oouiiiii e e et e e e e v ee e . .000.000




C.Pasar Buleleng .......coooiiii e

700.000

d. Pasar Kampung TiNggi «...oveveeie e e e e e e e s

500.000

C. PasSar Sl oo e

106.000

f PaSar Banjar ....c.uouiiei i e

06.000

g. Pasar Wisata PanCasari ...........ccccoeiiiiiiie i i e e e veeie e b

350.000

N, Pasar SangSit ........coi i e .

300.000

i. Pasar Kampung BUgiS ......ccooviiiiiiiiiii e

250.000

J-Pasar Mumbul ...,

00.000

p. Pasar Kalisari Kalibukbuk ...,

500.000

g. PasarDesa/ Tenten ........c.ccovveiie i iii i e e e e een |

250.000

BENGKEL

c. Bengkel Kendaraan Roda Empat ...............ccoviiiiiiiiiiinne e o

25.000

b. Bengkel Kendaraan Roda Dua .............coov i

15.000

C. Bengkel Las/Bubut ...

10.000

PABRIK DAN INDUSTRI

a. Pabrik dan Industri Menengah ..o L.

b. Pabrik dan Industri KECIl ......co.oiee e i

25.000

c. Pabrik dan Industri Rumah Tangga ..o e,

20.000

Salon Kecantikan / Potong Rambut ........... ..o,

10.000

RUMAN SaAKIt ...t e e e e e e e e e e

450.000

Rumah Sakit Bersalin/PolikliniK ..........coooei i

100.000

ANl —| I

PUSKESMAS

a. Puskesmas Rawat INap ........cooviiiiiiiiii e e e

150.000

b. Puskesmas Non Rawat Inap ........ccooviiiiiiiiiiici e,

100.000

Laboratorium / Apotik / Toko Obat ..o,

10.000

GUDANG

Q. GUAANG BESAN ... .ieie i e

50.000

b. Gudang Menengah ..o

25.000

C. GUAANG KECI ..o

20.000

TEMPAT PENDIDIKAN

D00

1000

&000

100.@

50.000

GEDUNG OLAHRAGA/GEDUNG KESENIAN

A IO e e e e e

5000

D. QUL DOOT .o e e e

150.000

HOTEL

A. HOTEL BERBINTANG

a. Hotel Berbintang 1 .........cooiiiii e

150.000

b. Hotel Berbintang 2 ..........ooiiiiiiii i

200.000

C. Hotel Berbintang 3 ..o

250.000

d. Hotel Berbintang 4 ........o oo

350.000

e. Hotel Berbintang 5 ........ocoiii e

450.000

B. HOTEL MELATI ..,

125.000

C. PONDOK WIS AT A e e e e

100.000

RUMAN KOSE ..o e e e e e e e e e e e e e e

10.000




R | TERMINAL
a. Terminal Angkutan Umum ..........oooiiiiiiii e e e, 100.000
b. Terminal Angkutan Barang ..........ccccooiiiiiiiiiiiii e e, . 50.000
S Restaurant, Rumah Makan dan Bar ............ccccoooiiii i, 100.000
T | Pihak Swasta yang langsung membuang Sampah keB&Rgkala 15.000
Pasal 9

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Paddirfau kembali paling lama 3
(tiga) tahun sekali

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pgdt (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan hargpatkembangan
perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud gatq2) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipangaiayah Kabupaten Buleleng.

BAB VI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atauurdek lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimgladal ayat (1) dapat berupa
karcis dan/atau kwitansi.

Pasal 12
(1) Wajib Retribusi wajib membayar retribusi

(2) Pembayaran dilakyukan di Kas Daerah atau di tergwatunit pelayanan terpadu
dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yangsadipakan.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebzayega dimaksud pada ayat (2)
maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Daerah paling lambat 1 x 24
jam.

(4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bul@émlipayaran retribusi dan
dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

Pasal 13
(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilseksiligus.

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambkatt$ (lima belas) hari sejak
diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamaka

(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimakada g@yat (2) didahului dengan
Surat Teguran.



(4) Tata cara Pembayaran, penyetoran dan tempat perabagdribusi akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI| ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribyang terutang berdasarkan SKRD
tepat pada waktunya atau kurang membayar , dikenakaksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dabusetyang terutang atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 15

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadakadarsa setelah melampaui
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutgagetribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retiibus

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dirdagada ayat (1) tertangguh
pada :

a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retriltnask langsung maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimanakBod pada ayat (2) huruf a,
kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaidimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarammgayatakan masih mempunyai
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada PetabrDaerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsunggagbana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permahoangsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh WajibRsitr

Pasal 16

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagaréna hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutanigusetKabupaten yang sudah
kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudalaluarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.
BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Penagihan retribusi terutrang didahului dengantSiteguran.



(2) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lairg ysejenis sebagai tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segeedah 7 (tujuh) hari sejak jatuh
tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sstelanggal Surat Teguran, Wajib
Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

(4) Surat Teguran sebagai mana dimaksud pada ayatk@yarkan oleh Bupati atau
pejabat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagiretnr dalam Peraturan Bupati.

BAB Xl
PENYIDIKAN
Pasal 18

(1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungaenterintahan Daerah berwenang
melakukan penyidikan atas pelanggaran PeraturaraDa®.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud paata(aymeliputi :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitereiegan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribgai Beterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangang®nai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukaubgiegan dengan tindak
pidana retribusi daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari opi@pdi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang retribusi;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain bedferdengan tindak pidana
dibidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan dgoakarkti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan pemyiterhadap barang bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pateden tugas penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi;

g. Menyuruh berhenti,dan/atau melarang seseoraaginggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsumgetaeriksa identitas orang,
benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tipidaka dibidang retribusi;

i. memanggil seseorang untuk didengar keterangantgn diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk ketaao penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perwidadangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beetahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyaadlapgPenuntut Umum melalui
Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



BAB XIlI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggamkete Pasal 15 ayat (1) dan
Pasal 17 ayat (3) dipidana dengan pidana kurunghngplama 3 (Tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000, - (ukahALima Juta Rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat &13ragelanggaran.

(3) Denda sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupa&kemimaan negara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, iraratbaerah Kabupaten Buleleng
Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihaalditdan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaktblier 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintabpé&agundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahpdsguBuleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada taridgfaSeptember 2011

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 26 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2011 NOMOR17



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

PENJELASAN UMUM

Dalam mendukung perkembangan otonomi daerah yaag, Inyata dan
bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan geguban daerah yang
bersumber dari pendapatan asli daerah, khususmgabgaasal dari Retribusi Daerah
pengaturannya perlu ditingkatkan lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaarbaopgumnan dan
pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usahiagkatan pertumbuhan
perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber patatapasli daerah yang
hasilnya semakin meningkat pula.

Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pelayst®a masyarakat di
bidang kebersihan khususnya dalam menangani masalapah ini memerlukan
dana yang cukup besar dan oleh karenanya diperlyeatisipasi dari warga
masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 280fang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan Retritelayanan Persampahan/
Kebersihan dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas



Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 14



